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3PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Besar, Maha Penyayang atas Kasih karunia-Nya dan kehendak-Nya kepada 
penulis sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan. Penulisan 
buku ini berdasarkan penelitian penulis tentang konsinyasi pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum. Penulis mengangkat salah satu hasil 
penelitiannya itu tentang putusan pengadilan pada kasus konsinyasi 
dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Dalam putusan pengadilan pada kasus konsinyasi dalam pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum, seringkali terjadi tidak tercapainya 
kata sepakat mengenai ganti rugi, maka uang ganti rugi dititipkan di 
pengadilan (konsinyasi). Ini menimbulkan keresahan bahwa rakyat atau 
warga pemilik tanah hanya mempunyai dua pilihan. Pertama, mengambil 
uang ganti rugi dengan jumlah kurang memadai di pengadilan negeri. 
Atau, kedua, kehilangan tanah tanpa ganti rugi. 
Dalam buku ini akan diuraikan putusan pengadilan pada kasus 
konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang 
terbagi atas dua sub, yaitu era sebelum reformasi dan sesudah reformasi. 
Era sebelum Reformasi terbagi atas kasus Gubuk 1 Miliar (1989—1997) 
dan kasus Kedung Ombo (1990—1994). Sementara, pada era sesudah 
Reformasi adalah kasus Kanal Banjir Timur (2010—2012) dan kasus Tol 
Cijago (2014). 
Kasus konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
pada putusan pengadilan dikualifikasikan sebagai konsinyasi yang 
bersifat sepihak karena memaksa. Selain itu, putusan yang dihasilkan 
4tidak memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat serta tidak 
adanya kehati-hatian dan penghormatan kepada pemegang hak atas 
tanah. Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk menulis sebagaimana 
yang diuraikan di dalam buku ini agar mudah dipahami serta berdaya 
guna untuk kalangan umum, masyarakat yang awam di bidang hukum, 
praktisi hukum serta mahasiswa untuk mengetahui, memahami 
konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai 
penyuluh dalam rangka pembinaan kesadaran hukum secara khusus 
kepada masyarakat.
Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan 
dan terima kasih bagi sahabatku Andriansyah sebagai editor dan 
Jalius Salebbay selaku desain sampul buku ini. Terima kasih kepada 
keluargaku: Rolly Tehupeiory dan Semmy Tehupeiory yang memberikan 
dukungan doa, serta dorongan moril sehingga penulis dapat terfokus 
pada penulisan buku ini. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih 
atas budi dan bantuan semua pihak, Allah memberkati. Semoga buku 
ini menjadi bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, yaitu Hukum 
Agraria, khususnya terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum. Selamat membaca.
Jakarta, Maret 2018
Dr. AartjeTehupeiory, SH.,MH.
5A. ISU DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH
Pengadaan tanah adalah proses pelepasan hak atas kepemilikan 
orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya yang 
dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum.1 Ketika pelepasan 
hak atas tanah secara sukarela tidak terjadi atau mengalami kebuntuan, 
negara dapat menggunakan cara paksa dengan memberlakukan 
lembaga pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 20 LN Nomor 288 Tahun 1961 TLN Nomor 
2324. Melalui pencabutan hak atas tanah, tindakan perolehan 
tanah oleh negara untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan 
pengadaan tanah menjadi persoalan ketika pembangunan harus terus 
dilakukan, sedangkan ketersediaan tanah negara sangat terbatas. Demi 
terlaksananya pembangunan, tanah yang sudah dimiliki atau dikuasai 
rakyat terpaksa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 
1  Gunanegara, 2006. “Pengadaan Tanah oleh Negara untuk Kepentingan Umum”. 
disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Surabaya: Universitas 
Airlangga. hlm. 3.
BAB I
PERMASALAHAN KEGIATAN 
PENGADAAN TANAH UNTUK 
KEPENTINGAN UMUM
6fisik.2 Tidak jarang terjadi “benturan” di antara orang-orang yang merasa 
sudah memiliki atau menguasai tanah itu, bahkan sampai puluhan 
tahun, tidak bersedia melepaskan tanahnya, sementara pembangunan 
yang membutuhkan tanah tersebut tidak dapat dipindahkan ke 
lokasi lain.3 Hal ini menimbulkan masalah hukum yang salah satu 
penyebabnya adalah peraturan pertanahan yang belum memberikan 
jaminan perlindungan hukum.4 Untuk itu tindakan perolehan tanah oleh 
negara untuk kepentingan umum melalui pengadaan tanah, agar tidak 
melanggar hak asasi manusia, negara wajib memberikan ganti kerugian 
yang layak. Misalnya, pada pembebasan tanah “Pondok Derita”/kasus 
Gubuk 1 Miliar, kasus Kedung Ombo pada masa sebelum Reformasi. 
Kemudian, kasus Kanal Banjir Timur (KBT), kasus Tol Cijago pada masa 
sesudah Reformasi.
Kasus-kasus di atas ditunjukkan untuk pembangunan kepentingan 
umum dengan cara pengadaan tanah, rakyat sering kali tidak 
diikutsertakan dalam musyawarah dan mengambil suatu kebijaksanaan 
yang menyangkut nasib dan masa depan mereka. Pada umumnya mereka 
hanya diberi pengarahan yang harus diterima dengan penuh kepatuhan 
sehingga mereka merasa kecewa dan merasa dirugikan karena 
mendapatkan perlakukan yang tidak adil.5 Secara khusus terkait ganti 
rugi hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah dengan instansi yang 
memerlukan tanah sehingga pascapengambilan hak atas tanah, banyak 
2  Irene Eka Sihombing, Budaya dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, 
Kumpulan Tulisan dalam Rangka Memperingati 60 Tahun Prof. Arie Sukanti 
Hutagalung, S.H., M.L.I, Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum 
Tanah Nasional—Suatu Pendekatan Multidisipliner (Depok: FHUI, 2011), hlm. 159.
3   Ibid.
4  Ediwarman, Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan (Medan: 
Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 289-290.
5  Hasil wawancara dengan Henry Ali, korban pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum, menyatakan pembebasan tanah untuk kepentingan umum telah 
merugikan secara materiil dan moril bagi dirinya dan keluarga. (Jakarta, 17 April 
2012), (Depok, 7 Juni 2013).
7rakyat pemilik tanah yang terdegradasi kehidupan sosial-ekonominya.6 
Proses musyawarah yang seyogianya harus berjalan seimbang, tetapi 
dalam praktiknya7 tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. 
Dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah 
Nasional kepada para pemegang hak atas tanah, terdapat asas-asas 
yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan perlindungan hukum. 
Asas-asas itu sebagai berikut.8
1.  Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapa pun dan untuk 
keperluan apa pun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum), 
perolehan tanah yang untuk dimiliki haknya oleh seseorang harus 
melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai 
penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun 
mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas 
tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;
2.  Bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut di atas, dalam 
keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak 
dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apa pun dan oleh pihak 
siapa pun kepada pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah 
kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, 
termasuk penggunaan lembaga “penawaran pembayaran yang 
diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan negeri” seperti yang 
diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata);
Dengan demikian, sebenarnya asas-asas penguasaan tanah 
yang diberikan oleh hukum tanah nasional, maka hukum pun telah 
6  Syarifuddin Kalo, Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
(Jakarta: Putra Bangsa Press, 2004) hlm. 243.
7  Pembebasan tanah pada kasus Kanal Banjir Timur, proyek Jembatan Suramadu, 
kasus Jalan Tol Semarang—Solo, dan kasus Tol Trans Jawa pada era Reformasi, 
pada kasus-kasus tersebut ganti rugi belum ada kesepakatan proses musyawarah 
tidak berjalan seimbang, rakyat mengalami kerugian secara materiil dan imateril.
8  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 342—343.
8memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat 
dalam pengadaan tanah untuk berbagai keperluan, termasuk untuk 
kepentingan umum. Persoalannya adalah, apakah asas-asas tersebut 
dimengerti oleh para ahli hukum pada pengadilan di Indonesia dan 
Panitia Pembebasan Tanah sehingga tidak merugikan pemegang hak 
atas tanah dalam pembangunan nasional. Dilihat dari banyak kasus 
seperti kasus Gubuk 1 Miliar, kasus Kedung Ombo, kasus Kanal Banjir 
Timur dan kasus Tol Cijago yang akan dipaparkan menjadi contoh nyata 
bahwa pengadilan-pengadilan di Indonesia kurang memahami syarat-
syarat keabsahan lembaga hukum ini.  
Dengan penggunaan lembaga konsinyasi (uang ganti rugi 
dititipkan di pengadilan negeri), maka instansi yang memerlukan tanah 
beranggapan terserah kepada pemegang hak atas tanah mau mengambil 
atau tidak uang ganti kerugian tersebut di pengadilan negeri setempat. 
Instansi yang membutuhkan tanah menganggap bahwa dirinya telah 
melaksanakan kewajiban memberikan ganti kerugian yang dinilai telah 
memadai kepada pemegang hak atas tanah melalui penitipan uang di 
pengadilan negeri setempat. Untuk selanjutnya, tanah beserta benda-
benda yang ada di atasnya dibebaskan oleh panitia pengadaan tanah 
(P2T) sehingga proyek pembangunan yang telah direncanakan tersebut 
segera dilaksanakan.
Tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap ketentuan-
ketentuan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum ataupun 
asas-asas, peraturan, dan hukum pertanahan, maka putusan pengadilan 
negeri tentang permohonan konsinyasi atas uang ganti kerugian dari 
instansi pemerintah yang memerlukan tanah berakibat timbulnya 
kerugian bagi pemegang hak atas tanah, tidak memberi: keadilan, 
perlindungan hukum, dan tidak adanya penghormatan terhadap hak-
hak rakyat atas tanah. Hal ini melanggar secara konstitusional yang 
diatur dalam UUD 1945.
Selanjutnya, isu persoalan yang lain muncul dalam kegiatan 
pengadaan tanah disebabkan oleh ketentuan perundang-undangan di 
9bidang pertanahan yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi 
pemegang hak atas tanah. Khusus menyangkut aspek ganti rugi pada 
proses konsinyasi yang diterapkan dalam kasus pengadaan tanah untuk 
kepentingan pembangunan yang merupakan suatu bentuk hubungan 
hukum yang tidak kontraktual, mengandung unsur pemaksaan 
walaupun dengan itikad baik untuk kepentingan pembangunan bagi 
kepentingan umum. Regulasi yang ada belum secara konkret menjamin 
kehidupan pemegang hak atas tanah memperoleh kehidupan yang 
lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dengan dilakukannya penerapan 
konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, terjadi proses 
pemiskinan (kemunduran) tingkat kesejahteraan pemegang hak atas 
tanah dalam setiap proyek pembangunan untuk kepentingan umum. 
Untuk itu, lingkup kegiatan pengadaan tanah harus meliputi pada proses 
dimana rakyat yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan 
umum tersebut terpelihara kesejahteraan hidup seperti semula bahwa 
lebih baik daripada sebelum dilakukannya pembangunan tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam Pasal 6 UUPA 
dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini 
berarti penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan 
sifat dari haknya sehingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan dan 
kebahagiaan yang mempunyai tanah maupun bermanfaat pula bagi 
masyarakat dan negara. Tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan 
akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). 
UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. 
Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling 
mengimbangi sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok: 
kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal 
2 ayat (3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960).
Secara tegas, Pasal 28 H UUD 1945 menyatakan bahwa masalah 
hak milik telah mendapatkan perlindungan yang kuat. Oleh karena 
itu, “Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan milik tersebut 
tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun”. Makna 
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pasal ini merupakan larangan bagi siapa pun untuk melakukan tindakan 
pencabutan atau pengurangan hak atas tanah, pengambilan tanah hak 
milik sewenang-wenang, yang berdampak pada kehilangan tempat 
tinggal, pekerjaan, harkat dan martabat, penghidupan yang layak, atau 
kenikmatan dari hak milik atas tanah yang dimilikinya.
Bagi Indonesia, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum diatur kemungkinan konsinyasi harga 
ganti kerugian, yaitu jika pemiliknya tidak ditemukan.9 Hal ini pernah 
diputuskan Hoge Raad pada 15 Maret 1872. W.3451 yang menyatakan 
bahwa konsinyasi hanya dimungkinkan jika tidak diketahui siapa 
pemiliknya atau diragukan, demikian pula jika ada kepentingan pihak 
ketiga yang masih dipermasalahkan.10 Namun, dalam hal yang normal, 
artinya ada pemiliknya, maka konsinyasi dilarang untuk dilakukan. Uang 
yang dititipkan oleh pemerintah di pengadilan negeri dalam rangka 
pemberian ganti kerugian harus ditolak oleh pengadilan negeri karena 
konsinyasi bukanlah hubungan antara kreditur dan debitur dalam hal 
keperdataan.11
Salah satu asas dalam rangka perlindungan hukum yang diberikan 
kepada pemegang hak atas tanah menyatakan bahwa untuk memperoleh 
tanah yang diperlukan dalam keadaan biasa, tidak dibenarkan adanya 
paksaan dalam bentuk apa pun dan oleh pihak mana pun kepada 
pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau 
menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan 
lembaga “penawaran pembayaran” yang diikuti dengan konsinyasi pada 
9  Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Pasal 17. Konsinyasi juga tidak ada dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata 
Cara Pembebasan Tanah.
10   A.P. Parlindungan, Pencabutan dan Pembebasan Hak atas Tanah Suatu Studi 
Perbandingan (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 38.
11  Dalam konsinyasi harus ada suatu perjanjian dan merupakan perbuatan 
keperdataan sebagaimana terdapat dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai 
perjanjian atau perilaku, sebagaimana diatur dalam buku ketiga tentang perikatan.
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pengadilan negeri yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdata. Konsinyasi 
merupakan penjabaran Pasal 1404 KUHPerdata, yang menyatakan:
 Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan 
pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika 
kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang 
atau barangnya kepada pengadilan.
Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, mem bebaskan 
debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu 
dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan 
secara demikian adalah atas tanggungan kreditur.
Maknanya pasal di atas, bahwa penawaran pembayaran tunai yang 
diikuti oleh penyimpanan (consignating) terjadi apabila dalam suatu 
perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh 
debitur. Apabila kreditur menolak untuk menolak prestasi yang dilakukan 
debitur, maka debitur dapat menuntut, pemenuhan perjanjian ataupun 
ganti rugi. Maknanya jelas bahwa lembaga konsinyasi diterapkan dalam 
hal telah adanya perjanjian utang piutang terlebih dahulu, yang ditandai 
dengan hubungan antara debitur dan kreditur.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengalami problema-
tika dipicu oleh faktor besaran ganti kerugian dan faktor materi regulasi 
peraturan perundang-undangan tidak memberikan: perlindungan 
hukum bagi pemegang hak atas tanah dan keadilan serta penghormatan 
terhadap hak-hak rakyat atas tanah. 
Di dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 pada Pasal 17 ayat (2): 
Dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan 
dengan tanah dimiliki bersama-sama oleh beberapa orang, sedangkan 
satu atau beberapa orang dari mereka tidak dapat ditemukan, maka 
ganti kerugian yang menjadi hak orang yang tidak dapat ditemukan 
tersebut, dikonsinyasikan di pengadilan negeri setempat oleh instansi 
pemerintah yang memerlukan tanah. Dengan demikian, dalam Keppres 
masih sering terjadi pemaksaan-pemaksaan. Sementara, dalam Perpres 
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36 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (2) jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 
10 ayat (2), ayat (3), jika penetapan Ganti Kerugian ditolak, penitipan 
Ganti Kerugian juga dilakukan dalam hal: 
a. Yang berhak atas ganti rugi tidak diketahui keberadaannya;
b. Tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda yang lain 
yang berkaitan dengan tanah sedang menjadi objek perkara di 
pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. Masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada 
kesepakatan penyelesaian dari pihak, dan
d. Tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang 
berkaitan dengan tanah sedang diletakkan sita oleh pihak yang 
berwenang.
Di sini mengesankan adanya pemberian izin untuk melakukan 
tindakan sepihak bersifat memaksa (fait accompli) sehingga pemegang 
hak atas tanah dibawa pada situasi tidak ada pilihan lain. Terakhir 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Penitipan Ganti Kerugian 
dilakukan dalam hal: 
a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti 
kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan 
keberatan ke pengadilan;
b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti 
kerugian berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri/Mahkamah 
Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; atau
d. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian: 
1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
13
3. Diletakkan sita oleh Pejabat yang berwenang; atau
4. Menjadi jaminan di bank.
Ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai 
makna hapusnya kepemilikan hak atas tanah dari pihak yang berhak 
menolak hasil musyawarah, tetapi tidak mengajukan keberatan 
menunjukkan represifnya undang-undang ini yang sengaja ditabrakkan 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, tidak sesuai dengan 
diktum menimbang undang-undang itu sendiri.  
Pengaturan konsinyasi dalam KUHPerdata yang semula adanya 
penawaran pembayaran utang piutang dengan prinsip kebebasan 
berkontrak dan salah satu pihak tidak memenuhi prestasi. Namun, 
dalam perkembangannya konsinyasi pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum dilakukan untuk mempercepat pembangunan 
infrastruktur dan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah tidak 
hangus. Dengan demikian, ketentuan yang mendasar konsinyasi pada 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dijadikan sebagai 
aturan substansi atau ketentuan materilnya, sedangkan prosedur 
atau tata cara dalam penerapan konsinyasi pada pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum tidak mempertimbangkan prinsip kehati-
hatian dan prinsip penghormatan hak bekas pemegang hak atas tanah. 
Hal ini berarti harus memenuhi mengedepankan supremasi hukum, 
transparansi, kesetaraan, keadilan yang merupakan unsur terpenting 
dalam governance yang sangat krusial demi mencapai pembangunan 
yang adil dan berkesinambungan. 
B.  KERANGKA TEORI
Dalam buku ini analisis yang akan digunakan teori keadilan dari 
Jhon Rawls, seorang profesor di Harvard University, disemangati oleh 
sikap etis yang besar seperti tampak dalam bukunya A Theory of Justice, 
Suatu Teori Keadilan (1973). Rawls berasal dari tradisi empirisme 
Inggris dari Hume, Bentham dan J.S. Mill.12 Dalam bukunya, Jhon Rawls 
12  M.D.A. Freeman, Introduction of Jurisprudence, (London: Swett & Maxwell Ltd, 
2001), hlm. 527.
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mengatakan, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar. 
Hanya dengan keadilanlah manusia mempunyai jaminan kestabilan 
dan ketenteraman. Berikut pendapat Rawls mengenai prinsip-prinsip 
keadilan:
First: each person is to have en equal right to the most extensive 
basic liberty compatible with asimilar liberty compatible with a similar 
liberty for others. Second: social and economic inequalities are to 
be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to 
everyone’s advantage and (b) attached to positions and officer open to 
all.13
Dapat diartikan:
Pertama: tiap-tiap individu mempunyai hak yang sama pada 
kebebasan dasar yang paling luas yang cocok dengan kebebasan yang 
serupa bagi orang lain.
Kedua: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus ditata atau 
diatur sehingga keduanya (a) secara masuk akal diharapkan menjadi 
keuntungan bagi tiap-tiap orang, dan (b) pekerjaan pada berbagai posisi 
dan jabatan terbuka bagi semua orang.
 Bahwa setiap orang mempunyai kebebasan yang sama atas 
kebebasan dasar yang paling luas, bahwa ketidaksetaraan sosial dan 
ekonomi harus diusahakan sedemikian rupa sehingga diharapkan 
memberikan keuntungan bagi semua orang.  
Jhon Rawls melahirkan Teori Keadilan, teori tersebut memiliki 
3 (tiga) prinsip keadilan, yakni:14 equal opportunity principle, equal 
liberty of principle, and differences principle.Tiga prinsip keadilan yang 
dimaksud Rawls, yaitu prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan, 
dan prinsip persamaan kesempatan. 
13  Jhon Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge: Harvard University Press, 2001), 
hlm.60.
14  Jhon Rawls, Op. Cit., hlm. 302.
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Jhon Rawls berpendapat, “Keadilan adalah kebajikan utama dalam 
institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam pemikiran, dan sebagai 
kebajikan utama umat manusia. Kebenaran dan keadilan tidak bisa 
diganggu gugat.”15 Perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan 
keselarasan (harmoni) antara kepentingan pribadi dan kepentingan 
masyarakat, termasuk di dalamnya negara. Namun, untuk itu teori 
keadilan dari Jhon Rawls sebagai catatan, teori keadilan kenapa dipakai 
dalam Putusan pengadilan pada kasus konsinyasi pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum. Oleh karena, memang boleh jadi orang diminta 
pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan 
bahwa pengorbanan itu pertama-tama diminta dari orang-orang yang 
sudah kurang beruntung dalam masyarakat zaman sekarang.16
Keadilan yang dihasilkan ditanggapi sebagai suatu kejujuran 
manusia sebagai manusia, suatu pendirian yang tidak dipengaruhi 
pertimbangan-pertimbangan sampingan yang mengelabui mata. 
Keadilan sebagai kejujuran (justice as fairness).17 Namun, kritikan 
terhadap teori keadilan Rawls mendapat kontra dengan argumen-
argumen yang dikemukakan.18
 Argumen pertama yang dikemukakan melawan teori Jhon 
Rawls adalah bahwa teori ini kurang realistis. Mengapa orang kaya di 
dunia aktual ini akan mengambil posisi asli sebagai titik tolak untuk 
menentukan prinsip-prinsip keadilan? Sudah barang tentu seorang 
kaya dalam dunia aktual ini membela posisinya jauh lebih baik dengan 
menolak seluruh teori Rawls tentang posisi asli itu. Di sini tampaklah 
inkoherensi teori Jhon Rawls. 
Di satu pihak, ia menuntut supaya orang sampai pada suatu 
masyarakat adil dengan bertolak dari standpoint yang netral, dimana 
mereka membuat abstraksi dari segala kecuali dari kenyataan bahwa 
15  Jhon Rawls, Op.Cit, hlm. 3.
16  Ibid, hlm. 555.
17 Ibid., hlm. 557.
18 Ibid., hlm. 558.
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mereka itu manusia. Di lain pihak, Jhon Rawls meminta supaya orang 
dengan bertolak dari standpoint tadi mengambil pilihan yang hanya 
diinspirasi oleh kepentingan individual sebagai motif. Itu berarti bahwa 
prinsip-prinsip keadilan sebenarnya berdasarkan dua standpoint yang 
saling berlawanan dan tidak dapat diperdamaikan, yakni sikap netral 
dan sikap individual. Kalau seorang kaya membuat pilihan berdasarkan 
kepentingan individualnya dan menolak teori posisi asli itu, apakah itu 
melawan teori Jhon Rawls?
Argumen kedua melawan teori Jhon Rawls disebut main judi 
(gamble). Dalam argumen ini dikemukakan bahwa peserta-peserta 
dalam posisi asli akan memilih prinsip-prinsip Jhon Rawls hanya kalau 
mereka dibimbing oleh pertimbangan bahwa mungkin mereka akan 
termasuk golongan orang-orang yang kurang mampu: lebih baik memilih 
pembagian merata daripada mempertaruhkan nasibnya di kemudian 
hari. Namun, apa yang terjadi, bila orang-orang tertentu suka main judi, 
mengambil risiko (take a risk), bahwa mereka akan menghadap suatu 
keadaan yang melarat, tetapi dengan kemungkinan juga bahwa mereka 
akan termasuk kelompok orang yang berada. 
Kiranya Jhon Rawls tidak dapat membela diri melawan argumen ini 
selama kepentingan sendiri diambil sebagai salah satu titik tolak bagi 
pembentukan suatu masyarakat yang adil. Bila kepentingan individual 
menjadi titik tolak aturan masyarakat, sebenarnya prinsip-prinsip etis 
tidak bersifat menentukan lagi. 
Memang benar, bahwa kepentingan individual harus mendapat 
tempat dalam aturan adil masyarakat, tetapi kepentingan ini tidak dapat 
menjadi prinsip yang terakhir. Dalam situasi ini, aturan masyarakat 
hanya dipertahankan melalui kekuasaan. Hanya prinsip-prinsip etika 
dapat menjadi dasar yang sungguh-sungguh bagi suatu masyarakat adil 
sebagaimana dikehendaki Jhon Rawls juga.
Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil didasarkan pada 
pengertian bahwa para pihak berada pada posisi yang sama dan setara. 
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Oleh karena itu, penetapan ganti kerugian harus dapat memberikan 
keuntungan kepada pemegang hak atas tanah atau benda-benda yang 
ada di atas tanah. 
Berdasarkan asas keadilan, berarti di satu sisi masyarakat yang 
terkena dampak pembangunan harus diberikan ganti kerugian yang 
dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi mereka minimal setara 
dengan keadaan sebelum pengambilalihan atau pemerolehan tanah. 
Di sisi lain, pihak yang mengambil atau memperoleh tanah juga dapat 
memperoleh tanah sesuai dengan rencana dan mendapat perlindungan 
hukum. 
Teori keadilan Jhon Rawls ini digunakan untuk menganalisis 
bagaimana penerapan dan penyelesaian konsinyasi dalam pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari putusan-putusan 
pengadilan yang menyangkut ganti rugi telah adil.
Selanjutnya, bagi Aristoteles, murid Plato yang paling masyhur, 
keutamaan moral disebut oleh Aristoteles keadilan.19 Prinsip keadilan 
ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam 
hidup, dan karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat maupun 
penguasa.20 Ditandai oleh sifat-sifat:
1. Keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara 
orang yang satu dengan yang lain;
2. Keadilan berada di tangan dua ekstrem, yaitu diusahakan supaya 
dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua 
pihak: jangan orang mengutamakan pihaknya sendiri dan jangan 
juga mengutamakan pihak lain;
3. Untuk menentukan di manakah terletak keseimbangan yang tepat 
antara orang-orang digunakan ukuran kesamaan.21
19  Ibid, hlm. 140.
20  Friedman Wolfgang, Legal Theory (London, Stevens & 500 Limited, 1953).
21  M.D.A Freeman, Op. Cit. hlm. 140.
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Oleh karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum 
mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun, ia membagi 
kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik 
melahirkan prinsip: “semua orang sederajat di depan hukum”. 
Sementara, kesamaan proporsional melahirkan prinsip: “memberi tiap 
orang apa yang menjadi haknya”. 
Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga 
mengajurkan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan 
keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas 
dasar kesamaan proporsional. Sementara, keadilan korektif (remedial), 
berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian 
dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya 
memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. 
Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya 
perlu diberikan pada si pelaku.22 Dalam kaitan ini terlihat pada contoh 
putusan pengadilan pada kasus konsinyasi dalam pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum. 
22  Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif 
merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, 
tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukuman harus 
memperbaiki kejahatan, ganti-rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan 
keuntungan yang tidak sah. Konsep Themis, sang Dewi Keadilan, melandasi 
keadilan jenis ini yang bertugas menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut tanpa 
memandang siapa pelakunya. Ibid. hlm. 141.
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